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Isi Berita:

KBRN,Sragen: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sragen
menyelenggarakan lomba desa tingkat kabupaten 2025. Terdapat tiga desa yang dinilai
berpotensi menjadi juara dalam lomba kali ini.

Pelaksanaan hari pertama dilakukan di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang yang
dinilai berhasil untuk meningkatkan potensi Ketahanan Pangan. Lantas Desa Pilangsari
Kecamatan Ngrampal dan Desa Dawung Kecamatan Sambirejo mempertimbangkan
nilai administrasi tertinggi

Sekretaris Dinas PMD Sragen Hiladawati menyampaikan di Sragen hanya 13 desa yang
lolos tahap administrasi. Namun hanya ada 3 desa yang dilakukan pengecekan
lapangan.

"Penilaian hari pertama di desa kaliwedi dengan memantau sejumlah Lokasi yang
berkaitan dengan ketahanan pangan. Ada beberapa parameter, salah satunya terkait
inovasi," ucap Hiladawati, Senin (19/5/2025).

Pihaknya menyampaikan laporan data administrasi tidak jauh berbeda di lapangan. Dia
menilai Kaliwedi berhasil menunjukkan perkembangan desa sesuai tema 2025, yakni
terkait swasembada dan ketahanan pangan.

”Kita sudah lihat kolam ikan yang dikelola bumdes, ada pula kandang komunal domba,
greenhouse melon dan kebun kelengkeng. Bahkan greenhouse sudah sudah

menghasilkan karena sudah berjalan sejak 2021,” ujar Hiladawati.
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Sementara Kades Kaliwedi, Daryono menyampaikan inovasi desa memang banyak
focus pada ketahanan pangan. Pihaknya mengaku banyak berinovasi. Dia memiliki
keunggulan peternakan domba yang sudah tersistem dari hulu sampai hilir. Dia
menyampaikan greenhouse dikelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (posyantek),
binaan dari Pemerintah kabupaten Sragen.

”Sistem energinya sudah solar cell, terus pengairan juga hidroponik, melon kita Rp 25
ribu per Kg dan sudah disorder semua ujarnya. Kita menghasilkan domba berkualitas.
Indukan bisa 70-80 kg, pejantan bisa lebih dari 100 kg,” ujarnya.

Daryono menambahkan juga ada kebun kelengkeng, kolam nila dan pada 2025 ini pihak
desa membuat usaha ayam petelur 1000 ekor. Limbah Nya disalurkan ke kolam lele dan
kebun di sekitarnya. ”Sehingga sistemnya terintegrasi,” jelas dia.

Dia menuturkan dari berbagai inovasi, dari BUMDes bisa mendapatkan jutaan
pendapatan kotor per hari. Lantas untuk pendapatan kotor per tahun bisa Rp 1,5 miliar.
Namun karena banyaknya karyawan, pemeliharaan dan sebagainya, Pendapatan Asli
Desa (PAD) yang masuk sekitar Rp 150 juta.

"Biaya pengeluaran seperti operasional pengurus, pemeliharaan, gaji dan sebagainya. Di

Bumdes ada 16 Karyawan dan minimal gaji karyawan sesuai UMK,” ucap dia. MI

Sumber Berita:

1. https://www.rti.co.id/jawa-tengah/daerah/1529963/desa-ini-masuk-iii-besar-lomba-
desa-kabupaten-sragen, “Desa Ini Masuk III-Besar Lomba Desa Kabupaten
Sragen”, tanggal 20 Mei 2025.

2. https://radarsolo.jawapos.com/sragen/846032762/tiga-desa-di-sragen-ini-kandidat-
juara-lomba-tingkat-kabupaten-ini-potensinya?page=2, “Tiga Desa di Sragen Ini
Kandidat Juara Lomba Tingkat Kabupaten, Ini Potensinya”, 19 Mei 2025.

Catatan :

¢ Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dari berbagai inovasi, BUMDes
bisa mendapatkan jutaan pendapatan kotor per hari. Lantas untuk pendapatan kotor
per tahun bisa Rp 1,5 miliar. Namun karena banyaknya karyawan, pemeliharaan dan
sebagainya, Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masuk sekitar Rp 150 juta.

¢ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

Catatan Berita UIDIH BPk Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti




untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

e Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima
tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

e Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban
wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

e Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima
tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

e Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban
wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

e Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa
berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan
Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara
substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang
APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.'

e Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

! https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa
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Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan

Lainnya:*

a. Pendapatan asli Desa : Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang
diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam
bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan
pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :

1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola
secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang
menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara
lain hasil BUM Desa.

2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh
Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa,
pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset
Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong
royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan
masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partipasi dan gotong
royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke
rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa
yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan
Desa yang ditetapkan dan diatur dalamPeraturan Desa. Pemerintah Desa
dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam
Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan
Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer :

1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer

2 Ibid
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melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Dana Desa
dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila
Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari
Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi
sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten
Buleleng.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak
paerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa
yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan
sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut
belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi
atas alokasi sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah
dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. ADD
dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila
Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari
ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara
ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari
pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk
mendukung Pemerintah Desa 9 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus

dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar
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hukum atau ketetapan yang sahyang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali
atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari
pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk
mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan
bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum
atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Buleleng atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB
Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit
70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.

Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1)
Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga; 4)
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; 6) Hadiah
lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan lain Desa yang
sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah
diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pasal 87
1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.

2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk
unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

e Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa
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a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan
Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau
lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa.

c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah
selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki
beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara
dengan cara mengelola potensi yang tersedia.

(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com)

2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat
dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari
kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta
Jenisnya (jojonomic.com))

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))

4., PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan,
BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan
kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan
umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba
bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas
sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah
atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini
dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun

pendapat suatu instansi
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https://www.jojonomic.com/blog/bumdes/#:~:text=Menurut%20pengertiannya%2C%20BUMDes%20merupakan%20usaha%20desa%20yang%20dikelola,langsung%20yang%20asalnya%20dari%20kekayaan%20desa%20itu%20sendiri.
https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=all#page2
https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya
https://www.jojonomic.com/blog/bumdes/#:~:text=Menurut%20pengertiannya%2C%20BUMDes%20merupakan%20usaha%20desa%20yang%20dikelola,langsung%20yang%20asalnya%20dari%20kekayaan%20desa%20itu%20sendiri.
https://www.jojonomic.com/blog/bumdes/#:~:text=Menurut%20pengertiannya%2C%20BUMDes%20merupakan%20usaha%20desa%20yang%20dikelola,langsung%20yang%20asalnya%20dari%20kekayaan%20desa%20itu%20sendiri.

